ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis perbuatan ujaran
kebencian yang berkonten SARA sebagai dasar pertanggungjawaban pidana 2) Untuk
memahami dan menganalisis cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana perbuatan
ujaran kebencian yang berkonten SARA untuk dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah 1) Bagaimana
Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Sebagai Dasar Pertanggungjawaban
Pidana? 2) Bagaimana Cara Menentukan Kesalahan dan Sanksi Pidana Perbuatan Ujaran
Kebencian Yang berkonten SARA untuk dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana?
Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Perbuatan
Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Sebagai Dasar
Pertanggungjawaban Pidana telah diatur dalam Pasal 156, 157, 310, dan 311 KUHP,
Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 2) Cara Menentukan Kesalahan
dan Sanksi Pidana Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Untuk
Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana yaitu pembuktian pada sidang pengadilan
dengan meneliti dan mencocokan perbuatan pelaku tindak pidana dengan unsur-unsur
pasal yang didakwakan (Unsur yang bersifat obyektif (Actus Reus) dan unsur yang
bersifat subyektif (mens rea), serta mempertimbangkan Alasan pembenar seperti
rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, dan alasan pemaaf yaitu
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP Merekomendasikan kepada pembuat
peraturan Perundang-undangan: 1) Untuk membuat Undang-Undang tentang Tindak
Pidana Ujaran Kebencian secara khusus, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. 2)
Kepada penegak hukum hendaknya penuh kehati- hatian dalam menegakan hukum tindak
pidana ujaran kebencian dan terus menerus melakukan sosialisasi sebagai tindakan
preventif kepada masyarakat terkait Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2)) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACTORS OF HATE SPEECH
BASED ON LEGISLATION REGULATIONS

ABSTRACT

Purpose of the study were: 1)To explain and analyze the actions of perpetrators of
criminal acts of hate speech as a basis for criminal responsibility. 2)To understand and
analyze ways to determine the criminal errors and sanctions of criminal acts of hate
speech to be criminally accountable. With these Objectives, the problems discussed are
1)How do Acts of Criminal Acts of Hate Speech As the Basis of Criminal Liability! 2)
How to Determine Criminal Errors and Sanctions for Actors of Criminal Cases of
Criminal Examination to be Criminally Accountable? With the formulation of the
problem, the research method used is normative juridical research with a statutory
approach, conceptual approach, historical approach and case approach. Legal materials
collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal
materials. Analysis of legal material collected was done by means of inventory
techniques, systematization techniques and interpretation techniques. The results of the
study show that: 1) Acts of Criminal Acts of Hate Speech as a Basis of Criminal Liability
have been regulated in Articles 156, 157, 310, and 311 of the Criminal Code, Article 28
paragraph (2) Jo Article 45A paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number
19 Year 2016 concerning Amendments to Act Number 11 Year 2008 concerning
Information and Electronic Transactions, and Article 16 of Act Number 40 of 2008
concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. 2) How to Determine
Errors and Penal Sanctions Perpetrators of Hate Speech Crime To Be Accounted for
Criminally that is proof at the court session by examining and matching the actions of
criminal offenders with elements of the charged article (Objective elements and elements
which subjective, and consider justification reasons such as the formulation of norms
Article 48, Article 49, Article 50 and Article 51 of the Criminal Code, and forgiving
reasons, namely as stated in Article 44 of the Criminal Code recommend to legislators:
1)To make Laws concerning Special hate speech crimes, so that they are easily
understood by the public. 2)To law enforcers should be very careful in upholding the law
of criminal acts of hate speech and continually disseminating as a preventive measure to
the public regarding Article 28 paragraph (2) Jo Article 45A paragraph (2)) Law of the
Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 Regarding Amendments to Act Number 11
Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
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